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ABSTRAK
Nama : Leoji. T
Nim : 10200106034
Fak/Jurusan : Syari’ah Dan Hukum/ Ekonomi Islam
Judul : Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Revitalisasi
Entrepreneurship Umat Islam.
Judul dari skripsi ini adalah “Peran Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan
Revitalisasi Entrepreneurship Umat Islam. Masalah yang menjadi fokus dari tulisan
ini adalah bagaimana umat Islam Indonesia memiliki jiwa entrepreneurship yang
tinggi, Bagaimana mengembangkan perekonomian dengan jiwa etos kerja dan etos
kewiraswastaan dan apakah revitalisasi entrepreneurship sangat berpengaruh bagi
perekonomian di Indonesia.
Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah Metode
pendekatan ekonomi dan pendekatan syariah.  Metode pendekatan ekonomi, yaitu
pendekatan yang melihat beberapa indikasi tentang masalah ekonomi syariah.
Sedangkan pendekatan syariah, dalam hal ini penulisan skripsi berdasarkan pada
orientasi penganalisaan dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur’an dan hadits yang
berhubungan dengan masalah ekonomi syariah itu sendiri. Metode pengumpulan data
dalam pembahasan skripsi ini, penulis mempergunakan riset yaitu penelitian
kepustakaan dari berbagai buku dan memahaminya yang berhubungan dengan
masalah yang dibahas. Data dianalisis dengan menggunakan metode induksi deduktif
dan komparatif. Metode Induksi, yaitu suatu metode untuk menelaah dan
menganalisis data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat
umum. Metode Deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian
diuraikan agar diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus. Metode Komparatif, yaitu
pengelolaan data dengan data lainnya, kemudian mengambil pendapat yang lebih
akurat sebagai upaya menarik kesimpulan yang menyeluruh dan tepat.
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa umat islam pada dasarnya memiliki
visi kedepan dalam hal pengembangan diri khususnya melalui enterpreneurship
(wirausaha). Cara-cara yang ditempuh untuk mengembangkan perekonomian umat
Islam dengan memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk mandiri dengan
dibangunnya beberapa usaha kecil yang berbasiskan Islam, misalkan lembaga
perbankan dan keuangan syariah. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa revitalisasi
entrepreneurship dengan berbasiskan Islam sangat berpengaruh pada perekonomian
bangsa.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan gerakan Islamization of Knowledge, muncullah konsep
ekonomi Islam di tengah konstelasi pemikiran ekonomi. Boleh dikatakan, ekonomi
Islam merupakan bentuk evolusi atas teori ekonomi neoklasik. Ekonomi Islam
muncul di saat perekonomian modern lambat dalam menghadirkan solusi atas
problematika ekonomi kontemporer, kalau tidak boleh dikatakan tidak mampu untuk
menghadirkan alternatif solusi. Bahkan bagi kalangan tertentu, perekonomian
neoklasik dianggap telah mati.
Selain itu,ekonomi Islam muncul sebagai refleksi atas ke-kaffahan keislaman
seorang muslim. Pemikiran itu muncul sebagai tuntutan atas keyakinan seorang
muslim terhadap komprehensifitas ajaran Islam. Islam tidak hanya mengajarkan
bagaimana membangun sosok pribadi yang shaleh, namun juga memberi rujukan
guna membangun kesalehan sosial. Ajaran Islam tidak hanya berkutat pada persoalan
ritual dan hubungan transcendental seorang hamba terhadap Tuhannya, namun juga
memberikan warna pada ruang publik kehidupan manusia. Nilai-nilai Islam akan
masuk dalam setiap dimensi kehidupan manusia, dan memberikan warna di
dalamnya.1 .
1Abdul Sami Al Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Cet 1 ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006), h. 4.
2Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa nilai ajaran yang dibawa
oleh Islam bersifat komprehensif. Dalam arti, tidak ada satu ruang pun dalam
kehidupan yang luput dari ketentuan Islam. Aturan Islam akan masuk dalam bidang
hukum, politik, ekonomi, budaya, dan dimensi kehidupan lainnya. Dengan demikian,
maka pantaslah jika Islam dijadikan sebagai way of life, peta kehidupan yang akan
menunjukkan jalan kepada manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
Sebagai sistem kehidupan, Islam tidak akan mampu dan optimal untuk hadir sebagai
peta kehidupan, jika tidak didukung dengan sub-sistem di bawahnya. Kegiatan
perekonomian, politik, budaya, dan sebagainya, sangat berpengaruh terhadap warna
Islam sebagai peta kehidupan. Untuk itu, Islam akan senantiasa hadir dalam setiap
sub-sistem kehidupan demi optimalnya Islam sebagai sistem kehidupan.
Dalam sebuah ayat, Allah memberikan perintah kepada pribadi muslim untuk
masuk Islam secara kaffah. Masuk Islam dengan segala totalitas ketundukan terhadap
apa yang digariskan oleh Allah. Tidak hanya meng-imani sebagian ketentuan ajaran
Islam, dan mengingkari sebagian yang lainnya. DR Yusuf Qardhawi menyatakan, jika
terdapat seorang muslim yang hanya menjalankan ketentuan ajaran Islam secara
parsial, maka pada titik yang sama, sebenarnya ia telah keluar dari Islam. Pernyataan
ini lebih menunjukkan urgensitas untuk menjalankan ajaran Islam secara kaffah,
bukan parsial. Tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim yang kaffah, jika ia
3masih melakukan transaksi ekonomi yang berbasiskan sistem bunga, walaupun ia
rajin melakukan shalat berjamaah 5 waktu.2
Secara teoritis, ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik yang
membedakannya dengan sistem ekonomi neoklasik. Ekonomi Islam tidak hanya
berorientasikan materi, materi bukanlah the ultimate goal bagi seorang muslim.
Materi hanyalah dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan atau menghantarkannya
mencapai falah, bahagia dunia dan akhirat.3
Sebagai pribadi muslim ia sadar bahwa pemilik hakiki atas harta kekayaan
hanyalah Allah semata, ia sekedar sebagai seorang hamba yang diberi amanah untuk
mendistribusikannya sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, dalam
berekonomi yang salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan harta kekayaan
(rizki), seorang muslim tidak hanya berorientasi materi, namun terdapat dimensi
spiritual yang melekat di dalamnya. Bagi seorang muslim, berekonomi bukan hanya
sekedar mencari materi yang bersifat pribadi, namun juga dalam kerangka mencapai
ridha-Nya.
Berekonomi tanpa ada sandaran untuk beribadah atau mencapai ridha-Nya
akan terasa semu. Hal itu disadari karena mengejar kenikmatan yang bersifat duniawi
hanyalah fatamorgana belaka. Dalam arti, ketika mengejar satu kenikmatan dan telah
2Abdul Aziz, Praktek Monopoli Perspektif Hukum Ekonomi Islam, 2005.
http://www.google.com.
3Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Cet 1 ; Yogyakarta ; PT Dana Bhakti Wakaf,
1995), h. 105.
4berhasil untuk mencapainya, maka akan datang bentuk kenikmatan lainnya yang
belum terpikirkan sebelumnya. Kemudian  berhasrat untuk mengejarnya, namun
ketika telah berhasil  pegang, ia akan berevolusi dalam bentuk kenikmatan lainnya,
begitu seterusnya. Kenikmatan duniawi hanyalah menipu dan bersifat semu.
Berbeda dengan ketika  memiliki sandaran untuk mencapai ridha-Nya dalam
berekonomi, maka ketika  berusaha untuk mencapainya, seolah terdapat sebuah
kenikmatan yang hakiki. Sebuah kenikmatan yang nantinya akan dirasakan
selamanya. Dengan demikian, ekonomi Islam berusaha untuk mendialektikkan nilai-
nilai materialisme dengan spiritualisme, dan mengantarkan seorang hamba untuk
meraih kenikmatan yang hakiki. Berekonomi Islam merupakan salah satu bentuk
ibadah seorang muslim dalam kegiatan ekonomi.4
Perkembangan ekonomi syariah dalam bentuk lembaga perbankan dan
keuangan syariah yang sangat pesat saat ini, seharusnya dibarengi dengan
peningkatan etos entrepreneurship umat Islam. Semangat entrepreneurship tersebut
harus dianggap sebagai salah satu unsur terpenting dalam gerakan ekonomi syariah
yang sedang berlangsung. Lembaga pendidikan Islam, harus menjadikan
entrepreneurship sebagai salah satu materi dalam kurikulum pendidikan, baik
pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Demikian pula ormas Islam harus
turut mendorong anggotanya untuk mengembangkan entrepreneurship. Para ulama,
ustadz atau da’i juga seyogianya mendorong jamaahnya untuk merevitalisasi etos
4Abdullah Saeed, Studi Kritis Larangan Riba dan Interprestasi Kontemporer (Cet II;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 75.
5entrepreneurship yang sekian lama kurang dianggap penting dalam konstruksi
peradaban Islam.5 Upaya membangun kembali semangat dan jiwa kewirausahaan
umat Islam Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar-tawar.
Setidaknya, ada tiga dasar pemikiran mengapa rekonstruksi entrepreneurship umat
Islam menjadi penting.
Pertama, umat Islam sejak kelahirannya, memiliki jiwa dan etos
kewirausahaan yang tinggi. Nabi Muhammad dan sebagian besar sahabat adalah para
pedagang dan entrepreneur mancanegara. Proses penyebaran Islam ke berbagai
penjuru dunia sampai abad 13 M, dilakukan oleh para pedagang muslim. Masuknya
Islam ke Indonesia dan upaya penyebarannya di Asia Tenggara, juga dibawa oleh
para pedagang tersebut. Bukti nyata hal ini terlihat bahwa di setiap pesisir pantai
Indonesia dan Nusantara penduduknya beragama Islam. Dengan demikian, etos
entrepreneurship sesungguhnya memang sangat melekat dengan diri umat Islam.6
Ajaran Islam sangat mendorong entrepreneurship bagi umatnya, karena itu
bagi seorang muslim, jiwa kewirausahaan tersebut, seharusnya sudah menjadi bagian
dari hidupnya. Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar bekerja dan beramal,
Sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah Ayat 105


5Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan
Praktis (Cet 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 115.
6Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam, ekonomi islam (cet. I; Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), h. 463.
6



Terjemahnya:
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.7
Kedua, Kondisi ekonomi umat Islam Indonesia sudah sekian lama terpuruk,
maka perlu revitalisasi entrepreneurship umat Islam. Amin Rais menyatakan
keprihatinannya yang sangat mendalam tentang fenomena kemerosotan umat Islam di
bidang ekonomi. Para wiraswastawan di bidang tenun, batik dan lainnya menurut
Amin, telah mengalami kemunduran karena tidak fit lagi dalam survival test proses
perekonomian bangsa yang mengarah pada kapitalisme komparador. Di mana terjadi
proses alienasi dan deprivatisasi ekonomi rakyat.8
Umat Islam sudah sangat letih dihadapkan pada kesulitan ekonomi yang
panjang, problem kemiskinan dan keterbelakangan akibat termarginalkan dalam
ekonomi dan bisnis. Inilah saatnya  mengembangkan dan membangun pengusaha-
pengusaha pemerataan ekonomi yang dicita-citakan oleh umat Islam (pribumi) yang
tangguh dalam jumlah besar. Tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2002).
8Adiwarman A.Karim, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan ( Cet. V; Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008), h. 175.
7sejahtera, membangun landasan yang kokoh, yakni memperbanyak pilar para
pengusaha pribumi itu yang menyangga bangunan ekonomi bangsa.
Ketiga, kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan tersebut
hendaknya diimbangi dengan tumbuhnya para entrepreneur syariah. Tumbuhnya etos
entrepreneurship yang tinggi khususnya bagi generasi umat akan berdampak positif
terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi umat sebagaimana yang terjadi di
masa silam sekaligus berdampak positif bagi lembaga perbankan dan keuangan itu
sendiri. Karena itu, para pengusaha muslim hendaknya dapat memanfaatkan lembaga
perbankan dan keuangan tersebut dalam mengembangkan usahanya.9
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan suatu
masalah yang kompleks :
1. Bagaimana Pelaksanaan Ekonomi Syariah dan Revitalisasi Enterpreneurship
Umat Islam?
2. Bagaimana peran Ekonomi Syariah dan Revitalisasi Enterpreneurship
Terhadap perekonomian di Indonesia?
C. Hipotesis
Adapun hipotesis dari pokok permasalahan dan sub-sub permasalahan di atas
adalah sebagai berikut. Bahwa ekonomi syariah dan revitalisasi entrepreneurship
9Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi (Cet II;
Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h. 195.
8umat Islam sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan kehidupan
ekonomi yang makmur dan sejahtera sehingga tidak ada lagi kemerosotan dan
keterbelakangan dalam kehidupan perekonomian.
1. Umat Islam Indonesia memiliki jiwa entrepreurship yang tinggi  berdasarkan
secara historis dan antropologis yang memiliki beberapa suku yang kuat
tradisi keagamaannya seperti suku Banjar, Minangkabau, Makassar, dan
Bugis adalah suku-suku yang kuat pemahaman dan pengamalan
keagamaannya dan juga dikenal sebagai niagawan yang piawai.
2. Mengembangkan perekonomian dengan jiwa etos kerja dan etos
kewiraswastaan harus diimbangi pula dengan motivasi untuk mencapai suatu
prestasi dalam bisnis agar etos kerja dapat eksis sampai naiknya pendapatan
perekonomian.
3. Revitalisasi entrepreneurship memang sangat berpengaruh agar para
entrepreneur  di Indonesia dapat bersaing dengan para entrepreneur negara
lain sehingga dapat menekan jumlah pengangguran dengan cara menciptakan
lapangan kerja yang dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan
mampu membantu pemerintah dalam memperbaiki kehidupan perekonomian
bangsa.
D. Pengertian Judul
Untuk memberi gambaran secara umum tentang maksud judul skripsi ini,
maka penulis mengemukakan pengertian judul yang dianggap penting, sebagai
berikut :
91. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi,
distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri
berasal dari kata Yunani (oikos) yang berarti keluarga, rumah tangga dan (nomos)
yang berarti peraturan, aturan hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai
aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.10
2 Syariah adalah seluruh ketentuan ajaran agama Islam (peraturan atau undang-
undang mengenai tingkah laku yang mengikat yang harus dipatuhi dan
dilaksanakan) yang meliputi bidang aqidah, akhlak dan amaliah (perbuatan nyata)
yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.11
3. Revitalisasi adalah proses atau perbuatan memvitalkan sesuatu menjadi lebih baik
lagi.12
4. Entrepreneurship berasal dari bahasa Perancis yang diterjemahkan secara harfiah
adalah perantara, diartikan sebagai sikap dan perilaku mandiri yang mampu
memadukan unsur cipta, rasa, dan karsa serta karya atau mampu menggabungkan
unsur kreativitas, tantangan, kerja keras dan kepuasan untuk mencapai prestasi
maksimal.13
10 Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, http//www.google.com
11 M.Abdul Mujieb Mabruri Thalhah Syafi’ah A.M, Kamus Istilah Fiqih (Cet. I; Jakarta: PT
Pustaka Firdaus, Juli 1994)
12 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta
;Balai Pustaka,1990), h. 654.
13Hisrich R.D, dkk., Entrepreneurship. Sixth edition. New York. McGraw Hill,
http//www.google.com
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5. Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan seperangkat tata
nilai etika serta sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas yang melekat atas
hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan
dan ketenangan negara.14
Dari pengertian judul, penulis dapat mengemukakan definisi operasional dari
judul skripsi “Ekonomi Syariah dan Revitalisasi Entrepreneurship Umat Islam”.
Dimana ekonomi syariah harus dilaksanakan sebagai suatu kegiatan perekonomian
yang dapat membantu umat Islam untuk mewujudkan nilai-nilai ekonomi yang
berbasiskan syariah dan tidak lagi ada sistem riba yang dapat menjerumuskan umat
terhadap praktik ekonomi yang tidak di ridhai oleh Allah dan dapat membina
ukhuwah Islami.
E. Tinjauan Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah menelaah berbagai macam literatur
yang berkaitan dengan obyek permasalahan antara lain :
1. Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si dalam bukunya Ekonomi Islam,
Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum, yang umumnya memuat tentang
dasar-dasar ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, perkembangan
pemikiran ekonomi, pemikiran, paradigma, dan sistem ekonomi Islam dan
kebijakan pemerintah dalam ekonomi Islam.
14 H.Munawir Sjadzali, M.A., Islam dan Tata Negara “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran” (Cet ;
5 ;Jakarta;), h. 1-2.
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2. Drs. Ahmad Izzam, M.Ag dan Syahri Tanjung, S.Ag dalam bukunya
Referensi Ekonomi Syariah, yang umumnya memuat tentang ayat-ayat al-
qur’an yang berdimensi ekonomi.
3. Drs. Masykur Wiratmo, M.Sc dalam bukunya Kewiraswastaan, yang
umumnya membahas tentang kerangka dasar memasuki dunia bisnis.
4. Prof. Dr. Mas’ud Machfoedz, M.B.A dalam bukunya Kewirausahaan, yang
membahas tentang metode, manajemen, dan implementasi.
5. Prof. Dr. J. Winardi, SE dalam bukunya Entrepreneur dan Entrepreneurship,
yang umumnya memuat tentang konsep entrepreneur dan entrepreneurship
yang meliputi jenis, karakteristik, faktor, dan perilaku inti, serta proses dan
aktivitas yang ada dalam dunia entrepreneurship.
F. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
a. Pendekatan Ekonomi, yaitu pendekatan yang melihat beberapa indikasi tentang
masalah ekonomi syariah.
b. Pendekatan syariah, dalam hal ini penulisan skripsi berdasarkan pada orientasi
penganalisaan dengan menggunakan dalil-dalil Al-Qur’an dan hadits yang
berhubungan dengan masalah ekonomi syariah itu sendiri.
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2. Metode Pengumpulan Data
Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mempergunakan riset yaitu penelitian
kepustakaan dari berbagai buku dan memahaminya yang berhubungan dengan
masalah yang dibahas.
3. Analisis Data
a. Metode Induksi, yaitu suatu metode untuk menelaah dan menganalisis data
yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
b. Metode Deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian
diuraikan agar diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
c. Metode Komparatif, yaitu pengelolaan data dengan data lainnya, kemudian
mengambil pendapat yang lebih akurat sebagai upaya menarik kesimpulan yang
menyeluruh dan tepat.
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ekonomi syariah dan revitalisasi
enterpreneurship umat Islam.
b. Untuk seajauhmana peran ekonomi syariah dan revitalisasi
enterpreneurship terhadap perekonomian di Indonesia
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2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Ilmiah, sebagai bahan telaah untuk dapat menambah atau
memperkaya khazanah intelektual khususnya dalam studi ekonomi
syariah dan revitalisasi entrepreneurship umat Islam.
b. Kegunaan Praktis, melalui penulisan skripsi ini penulis dapat memberikan
sedikit pandangan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat
menjadi bahan kajian.
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah, maka pokok pembahasan
dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-
masing bab tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya.
Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari, yaitu latar belakang,
rumusan masalah, hipotesis, pengertian judul, tinjuan metode penelitian, tujuan dan
manfaat diadakanya penelitian, dan garis-garis besar isi.
Bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang ekonomi Syariah. Bab ini
berisi uraian tentang pengertian ekonomi Syariah, sumber dan landasan ekonomi
Islam dan metodologi ekonomi Islam.
Bab ketiga menjelaskan revitalisasi kewirausahaan umat Islam, revitalisasi
perdagangan Islam dalam pengembangan sektor rill dan revitalisasi entrepreneurship
umat Islam Indonesia.
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Bab keempat menjelaskan peran ekonomi syariah dan revitalisasi
entrepreneurship umat Islam. Bab ini berisi beberapa sub bab, diantaranya peranan
ekonomi Islam dalam pengembangan keuangan, peran entrepreneurship dalam
perekonomian Negara dan potensi entrepreneurship umat Islam.
Terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari isi seluruh skripsi
dan saran.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAH
A. Pengertian Ekonomi Syariah
Nilai merupakan sesuatu yang mempunyai kontribusi, sesuatu yang
bermanfaat. Sementara ekonomi secara epistemologi, berasal dari oikonomia (greek
atau yunani), kata oikonomia berasal dari dua kata oikos yang berarti rumah tangga
dan nomos yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah
tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai economics.1 Secara terminologi,
samuelson merumuskan, “ilmu ekonomi didefenisikan sebagai kajian tentang perilaku
manusia dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber-sumber prospektif yang
langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya
untuk dikonsumsi.2
Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 29





Terjemahnya:
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia
Maha mengetahui segala sesuatu.3
1 Samuelson, Ilmu Makro Ekonomi, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), h. 3
2 Ibid, h. 5.
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2002).
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Menurut hemat penulis bahwa ayat tersebut merupakan petunjuk bahwasanya
Allah Swt. Merupakan zat yang memberikan andil yang cukup besar terhadap segala
sesuatu yang ada di bumi dan langit. Termasuk juga dalam ekonomi.
Sementara dalam bahasa arab dinamakan mu’amalah maddiyah, ialah aturan-
aturan tentang pergaulan-pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan
hidupnya, lebih tepat lagi dinamakan iqtishad. Iqthisad ialah mengatur soal-soal
penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.4
Berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa ekonomi syariah telah jelas mengatur
tingkah laku manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya produksi dan
dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat secara merata.
Dengan demikian nilai dasar ekonomi syariah adalah sesuatu yang dapat
memberikan manfaat atau kontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang
mengatur tatanan hidup manusia mulai dari rumah tangga seseorang sampai kepada
rumah tangga Internasional yang membawa keselamatan dan menimbulkan keadilan
dalam setiap gerakan perekonomian.5
B. Manusia Membutuhkan Ekonomi
Semenjak manusia hidup dan bergaul tumbuhlah suatu soal yang harus
dipecahkan bersama-sama, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup masing-masing
4Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h.
19.
5 M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Edisi II, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima
Yasa, 1997), h 19
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mereka? Tidak mungkin kebetuhan manusia dapat di penuhi sendiri. Makin luas
pergaulan mereka, maka bertambalah pula kuat ketergantungan satu sama lain untuk
memenuhi kebutuhan itu. Pribahasa dari zaman Yunani purbakalah mengatakan,
bahwa manusia itu makhluk yang suka bergaul (zoon politikon). Ini sering
menggambarkan bagaimana erat hubungan antara manusia seorang dengan lainya
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.6
Apabila mengamati ajaran Islam yang berkaitan persoalan ekonomi, dapat
dikatakan bahwa seorang muslim tidak wajar untuk menghabiskan seluruh waktunya
hanya untuk kesibukan berbisnis dan melupakan adanya hari akhirat, meskipun ingat
hari akhirat namun waktu yang digunakannya tidak membawa manfaat, atau terbuang
percuma karena tidak mendasari segala aktivitasnya dengan niat. Seorang ulama salaf
menyatakan: "Yang paling utama bagi seseorang yang berakal adalah yang paling
diperlukannya masa kini, sedangkan yang paling diperlukannya masa kini adalah
yang paling banyak membawa kebahagiaan di masa mendatang (akhirat)". Oleh
karena itu, warga masyarakat Islam wajib memulai dari sekarang dengan
mempersiapkan modal/uang atau harta dan dirinya (SDM) untuk konsisten mengkaji,
menerapkan dan mengembangkan sistem ekonomi syariah. Sebagai contoh dapat
diungkapkan bahwa Muadz bin Jabal mengatakan:"... Engkau memang perlu
memperoleh bagianmu dari dunia, namun lebih perlu lagi memperoleh bagianmu dari
akhirat...." Wasiat dimaksud, memerintahkan warga masyarakat Islam untuk mulai
6Zainal Abidin Ahmad, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Cet. XVII; Jakarta: N.V. Bulan Bintang. 1979),
h.17
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berbisnis dengan menggunakan sistem yang berbasis ekonomi syariah (muamalah
syariah).
Firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash /28 : 77






Terjemahnya:
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
yang berbuat kerusakan.7
C. Ekonomi Berfungsi Sosial
Didalam pribahasa Islam yang mengatakan bahwa Agama ialah mu’amalah
tersimpunlah dua lapangan yang maha luas dalam kehidupan dan penghidupan
manusia:
1. Mu’amalah maddiyah, ialah berhubungan kebutuhan hidup yang dipertalikan
oleh materi, dan inilah yang dinamakan “ekonomi”
2. Mu’amalah adabiyah, ialah pergaulan hidup yang dipertalikan oleh
kepentingan moral, rasa kemanusiaan dan ini dinamakan “sosial”
7 Departemen Agama RI, op.cit. h. 556
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Memang di dalam agama Islam, antara ekonomi dan sosial sangat rapat sekali
hubungannya, kerena rapatnya pertalian antara kebutuhan kebendaanya dengan
kepentingan batinnya, antara jasmaninya dan rohaninya. Keduanya tidaklah dapat
dipisahkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam diantaranya
adalah karakteristik dan prinsip ekonomi Islam. Garis besar karakteristik ekonomi
Islam:
1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta.
2. Ekonomi terikat dengan akidah, syari’at (hukum) dan moral.
3. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.8
Prinsip ekonomi Islam antara lain adalah:
a) Kebebasan individu, individu mempunyai hak kebebasan dalam Islam
untuk mengambil keputusan dan beronovasi.
b) Hak terhadap harta, Islam mengakui hak individu mengakui harta dengan
batasan-batasan tertentu
c) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, hal ini tetap dalam batas
yang wajar
d) Kesamaan sosial, mendapatkan peluang yang sama dalam menjalankan
aktivitas ekonomi
e) Jaminan sosial, adanya jaminan dan tanggung jawab terhadap masyarakat
dalam mendapatkan haknya.
8Mustafa, Edwin dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Edisi I, Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2007), h. 18.
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f) Distribusi kekayaan secara meluas, Islam mencegah penumpukan
kekayaan terhadap satu kelompok tetapi diharapkan dapat merata sampai
kelapisan yang kecil.9
D. Dasar Untuk Membangun Teori Ekonomi Syariah
Ekonomi Syariah adalah branch of knowledge (cabang ilmu) yang membantu
manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari
kelangkaan sumber daya.
Firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiya/21 : 107


Terjemahnya:
Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi seluruh alam.10
Bangunan ekonomi syariah didasarkan atas lima nilai universal, yakni: tauhid
(keimanan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah), dan ma’ad
(hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi
Syariah.11
9 Afzalur, Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I; (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 9.
10 Departemen Agama RI, op.cit. h. 461
11Ali ‘Abd a’-Rasul, al-Mabadi’ al-iqtisadiyyah fi al-Islam (Mesir: dar al-Fikr al-‘Arabi 1980), h. 61-78.
Lihat, Muhammad, Abdullah al-Buraey (ed), Management and Administration in Islam (Saudi Arabia: king fahd
University of petroleum and minerals, 1990), h. 79-91, adiwarman, karim, Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: IIIT,
2002), h. 17. Lihat juga, Akhmad mujahidin, Ekonomi Islam, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.
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a. Tauhid
Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia
menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah” dan “ tidak
ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah “ karena Allah adalah
pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik
manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki.
Manusia hanya diberi amanah untuk “memiliki “untuk sementara waktu, sebagai
ujian bagi mereka.
b. ‘Adl
Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia
tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap mahkluknya secara dzalim. Islam
mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi
ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk tidak
mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.12
Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut: 13
1. Keadilan sosial
2. Keadilan ekonomi
3. Keadilan distribusi pendapatan
4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial
12 Ibid . 78.
13 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Pratik. (Jakarta: Gema Insani Cet.IX. 2005).h.14
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c. Nubuwwah
Sifat Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan
begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan karena itu diutuslah para Nabi dan
Rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup
yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-
muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik
yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.
Untuk ummat muslim, Allah telah mengirimkan model manusia yang terakhir dan
sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat
utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan
bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:14
1) Sidiq
Sifat Sidiq (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena
manusia hidup berasal dari yang benar, maka kehidupan di dunia pun harus di
jalani dengan benar. Dengan demikian, tujuan hidup Muslim sudah terumus
dengan baik dari konsep sidiq ini, kemudian muncullah konsep turunan khas
ekonomi dan bisnis yang efektif (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi
(melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang
tidak menyebabkan kemubadziran, karena kalau mubadzir berarti tidak benar).
14 Ibid. 15.
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2) Amanah
Amanah (tanggung jawab, dapat di percaya, kredibilitas) menjadi misi
hidup setiap Muslim hanya dapat menjumpai sang maha benar dalam keadaan
ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat, yang telah dipikulkan
kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh
tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan
kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang
kuat, karena di landasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah
memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa
kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.
3) Fathonah
Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan intelektualitas) dapat dipandang
sebagai strategi hidup setiap Muslim. Karena untuk mencapai sang maha benar,
seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan
olehnya.
4) Tabligh
Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik
hidup Muslim karena setiap muslim mengembang tangung jawab dakwah. Yakni
menyeru, mengajak, memberi tahu. Sikap ini akan menjadikan pelaku ekonomi
dan bisnis sebagai pemasar yang tangguh dan lihai.
5) Khilafah
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Dalam Al Quran surah Al-Baqarah Ayat 30 Allah berfirman bahwa
manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di dunia.
Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah /2 : 30







Terjemahnya:
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak
menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami
bertasbih memuji – Mu dan menyucikan nama – Mu?” Dia berfirman, “Sungguh,
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 15
6) Ma’ad
Secara harfiah ma’ad berarti kembali. Dan semua akan kembali kepada
Allah, kehidupan adalah proses dinamis menuju peningkatan. Ajaran Islam
memandang kehidupan manusia di dunia ini seolah berpacu dengan waktu. Umur
manusia sangat terbatas dan banyak sekali peningkatan yang harus dicapai dalam
rentang waktu yang sangat terbatas ini sehingga dalam proses kembalinya manusia
kepada Tuhannya akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tujuan adanya nilai
ma’ad supaya manusia sadar bahwa tidak ada yang abadi agar pemerataan dalam
ekonomi dapat tercapai dan mensejahterakan umat manusia
15 Departemen Agama RI, op.cit. h. 6
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1. Strategi Ekonomi Syariah Dalam Mencapai Tujuan
Para ekonom konvensional mulai menyadari bahwa sistem ekonomi yang ada
saat ini sedang berbalik mendekonstruksi dirinya sendiri, setelah sekian lama
mencapai lompatan kemajuan yang luar biasa. Robert Heibroner mengatakan, Pakar
ekonomi mulai menyadari bahwa mereka telah membangun suatu bangunan yang
canggih di atas landasan sempit yang rapuh. Perekonomian modern telah gagal
memastikan keadilan distributif, pertumbuhan berkesinambungan, pembangunan
manusia yang seimbang, keharmonisan sosial dan keadilan kawasan untuk sebagian
besar manusia dan dihadapi di dalam negeri maupun di luar negeri dengan ancaman
resesi berkepanjangan, pengangguran yang tidak bisa dihilangkan, ekspansi moneter
yang tidak terkendali, hutang dalam negeri dan luar negeri yang menggunung, dan
wujud bersamanya secara ekstrim kekayaan dan kemiskinan yang parah di masing-
masing negara maupun di antara masyarakat. Menurut Chapra, Ekonomi Islam
adalah: branch of knowledge (cabang ilmu) yang membantu manusia untuk mencapai
kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya.16
Dalam buku The Future of Economic: An Islamic Perspective, kita dapat
melihat dengan kacamata holistik bahwa untuk mencapai tujuan tercapainya sistem
(ekonomi) Islam, bisa dimulai dari mana saja. Ada lima titik yang bisa dipilih sebagai
16 Robert A. Baron dan Paul B. Paulus, Understanding Human Relations: A Practical Guide To People At
Work, di akses http:www. Google .com/jurnal ekonomi syariah. pada tanggal 10 Maret 2013, pukul 21.32 wita.
26
terminal pemberangkatan Sistem ekonomi Islam, yaitu Syariah, kekuasaan politik,
masyarakat, kekayaan atau sumber daya atau Maal, pembangunan dan keadilan
Chapra merumuskan untuk mengembangkan ekonomi Islam ada beberapa
tahapan seperti: .17
1. Tanamkan kesadaran syariah
2. Kembangkan masyarakat sehingga terciptalah Masyarakat yang paham syariah.
3. Meningkatkan kekayaan masyarakat paham syariah ini.
4. Bila ini tercapai maka aspek pembangunan lainnya tidak dapat diabaikan dan
yang terpenting adalah pembangunan hukum dan keadilan. Pada tahap ini kita
memiliki masyarakat paham syariah yang kaya dan berkeadilan.
5. Tahap selanjutnya adalah menegakkan pemerintah yang kuat.
6. Namanya siklus, artinya prosesnya dapat memulai dari komponen manapun,
asal saja kita sadar konsekuensi logis tahapannya.
2. Ciri-Ciri Ekonomi Syariah
1. Pemilikan. Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang
berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka
ia berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya alam.
Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang
menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi
kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan
masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk
17 Ibid.,
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merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarkannya, mengingat bahwa
kepemilikan ini adalah relative dan juga merupakan titipan dari Allah Swt.
Pemilikan ini, meskipun relative, membawa kewajiban yang harus dipenuhi
manakala sudah sampai batas tertentu, untuk membayar zakatnya. Pada waktu
tertentu, pemilikan ini, harus diwariskan pada sanak keluarganya dengan aturan
tertentu. Pemilikan ini meskipun relatif dapat dipindahtangankan kepada
institusi Islam untuk menjadi barang wakaf. Barang wakaf ini dengan demikian
menjadi milik masyarakat yang harus dihormati oleh siapa pun juga.
2. Dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari
modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi
keuntungan bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama
kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam
Islam tidak diperkenankan. Sama halnya jika meminjam uang ke bank harus
membayar bunga modal, tetapi kalau modalnya dipergunakan untuk perusahaan
sendiri, dengan dalih “cost of money” ia memperhitungkan bunga.
3. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti
dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal shaleh dan kedua perbaikan
mutu atau kualitas.
4. Thaharah atau bersuci (menjaga kebersihan).
5. Produk barang dan jasa harus halal.
6. Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan
waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus
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mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan kehidupannya di
dunia juga tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir.
7. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar
sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya.
8. Upah harus dibayarkan sebelum keringat mereka kering.
9. Bekerja dengan baik adalah ibadah dalam arti luas.
10. Kejujuran dan tepat janji. 18
11. Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa
pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar.
E. Sumber dan Landasan Ekonomi Syariah
Kehidupan orang-orang pra-Islam diwarnai dengan tajamnya stratafikasi
sosial dengan berbagai implikasi psikologis yang menyertainya. Ada sejumlah kecil
anggota masyarakat yang memiliki semua akses kekuatan, ekonomi, politik,
intelektual dan juga religiokultural. Nabi Muhammad lahir untuk melakukan berbagai
perubahan radikal dan menyeluruh, untuk mereformasi secara total kehidupan
manusia yang penuh dengan ketimpangan itu. Ajaran Islam membawa aspirasi dan
ide tentang tauhid, demokrasi (politik) dan keadilan sosial (ekonomi). Sesuai dengan
tingkat perkembangan pemikiran dan tahapan pertumbuhan sosial saat itu, Nabi
18Laporan Penelitian Dosen. “Persepsi Masyarakat Propinsi Banten Terhadap Ekonomi Islam (Studi
Kasus Di Kabupaten Pendeglang Kotamadya Tangerang dan Kotamadya Tangerang Selatan). Artikel dalam http:
//www .google.co.id/search?q: tinjauan + teoritis + perbankan + syariah&hl: id& start:20i
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memberikan petunjuk-petunjuk operasional dan teladan-teladan nyata melalui
sunnah-nya. Namun dalam konteks aplikasinya lebih lanjut; pokok-pokok ajaran
Islam tersebut memerlukan langkah-langkah sistematisasi dan interpretasi-interpretasi
baru guna menyesuaikan dengan tingkat perkembangan kehidupan umat manusia dan
aspirasi-aspirasinya yang kian meningkat, sesuai dengan perkembangan manusia itu
sendiri.
Meminjam pernyataan Goldziher bahwa kebenaran Islam yang ada sekarang
ini belumlah bulat. Kebulatannya masih menunggu karya-karya para generasi umat
Islam lebih lanjut. Teks-teks keagamaan (al-Nushush al-Syar’iyyah) memuat banyak
sekali pesan yang berkaitan dengan bidang kehidupan perekonomian, baik secara
eksplisit (sharih) maupun implisit (ghairu sharih). Hanya saja secara keseluruhan
aksentuasi dari nash-nash tersebut lebih pada ajaran-ajaran atau pesan-pesan moral
universalnya, sesuai dengan semangat dasar Al-Qur’an itu sendiri yaitu semangat
moral yang menekankan pada ide-ide keadilan sosial dan ekonomi.19
Misalnya pandangan Islam tentang dunia kerja, prinsip kebebasan dan
kejujuran dalam berusaha, produktifitas kerja, dan pandangan dunia (weltanschaung)
Islam yang secara keseluruhan berhubungan erat dengan konsep teologi dan
eskatologi.
Firman Allah dalam Q.S. Al-Huud/11 : 61



19Fazlurrahman, Islam, terj. Ahsin Mohammad, (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1994), h. 36.
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



Terjemahnya:
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia
Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah
kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi
memperkenankan (doa hamba-Nya).20
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. Menciptakan manusia dari tanah
untuk kemudian memakmurkannya, dan jika manusia berbuat kesalahan maka Allah
Swt. Menganjurkan untuk secepatnya berbuat tobat. Sehingga dalam melakukan
transaksi ekonomi diupayakan untuk dapat mensejahterakan umat manusia.
20Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , op.cit. h. 358.
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BAB III
REVITALISASI ENTREPRENEURSHIP UMAT ISLAM
A. Revitalisasi Jiwa Kewirausahaan Umat Islam
Islam adalah agama yang sangat mementingkan kerja atau amal. Islam tidak
menghendaki bahkan membenci orang yang bermalas-malasan. Bahkan untuk
menunjukkan betapa pentingnya kerja atau amal itu, Al-Quran seringkali
menggandengkan kata iman dengan kata amal. Pandangan yang secara tegas
mendorong manusia untuk mengembangkan etos kerja itu bersumber pada firman
Allah di dalam Al-Quran Q.S Ar-ra’d/13:13:






Terjemahnya:
Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para malaikat
Karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu
menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-
bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan yang Maha keras siksa-Nya.1
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2002), h. 338
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Kenyataannya dalam masyarakat kita etos kerja ini belum sepenuhnya
membudaya. Artinya, budaya kerja sebagian masyarakat kita tidak sesuai untuk
kehidupan modern.Tentunya ini tidak bisa dihubungkan dengan budaya Islam, karena
budaya Islam menghendaki orang bekerja keras. Islam mengajarkan pemeluknya agar
berwirausaha.
Nabi Muhammad saw.dan sebagian besar sahabat adalah para pedagang dan
entrepreneur mancanegara. Tidak berlebihan karenanya bila dikatakan bahwa etos
entrepreneurship sudah melekat dan inheren dengan diri umat Islam. Bukankah Islam
adalah agama kaum pedagang, lahir di kota dagang, dan disebarkan ke seluruh dunia
oleh kaum pedagang. Upaya membangun kembali semangat dan jiwa kewirausahaan
umat Islam Indonesia, merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar-tawar.
Setidaknya, ada tiga dasar pemikiran mengapa rekonstruksi entrepreunership umat
Islam menjadi penting.
1. Umat Islam sejak kelahirannya, memiliki jiwa dan etos kewirausahaan yang
tinggi. Nabi Muhammad dan sebagian besar sahabat adalah para pedagang dan
entrepreneur manca negara. Proses penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia
sampai abad 13 M, dilakukan oleh para pedagang muslim. Masuknya Islam ke
Indonesia dan upaya penyebarannya di Asia Tenggara, juga dibawa oleh para
pedagang tersebut. Bukti nyata hal ini terlihat bahwa di setiap pesisir pantai
Indonesia dan Nusantara penduduknya beragama Islam. Dengan demikian, etos
entrepreneurship sesungguhnya memang sangat melekat dan inheren dengan
diri umat Islam.
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2. Kondisi ekonomi umat Islam Indonesia sudah sekian lama terpuruk, maka perlu
revitalisasi entrepreneurship umat Islam. Amin Rais, dalam buku “Islam di
Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri”2 menyatakan keprihatinannya yang
sangat mendalam tentang fenomena kemerosotan umat Islam di bidang
ekonomi. Para wiraswastawan di bidang tenun, batik dan lainnya menurut
Amin, telah mengalami kemunduran karena tidak fit lagi dalam “seleksi alam”
proses perekonomian bangsa yang mengarah pada kapitalisme komparador. Di
mana terjadi proses alienasi dan deprivatisasi ekonomi rakyat.
3. Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah dewasa ini
hendaknya diimbangi dengan tumbuhnya para entrepreneur muslim.
Tumbuhnya etos entrepreneurship yang tinggi khususnya bagi generasi umat
akan berdampak positif terhadap kemajuan dan kebangkitan ekonomi umat
sebagaimana yang terjadi di masa silam sekaligus berdampak positif bagi
lembaga perbankan dan keuangan itu sendiri. Karena itu, para pengusaha
Muslim hendaknya dapat memanfaatkan lembaga perbankan dan keuangan
tersebut dalam mengembangkan usahanya.
Secara historis dan antropologis, umat Islam Indonesia memiliki naluri bisnis
yang luar biasa. Penelitian para ahli sejarah dan antropologi menunjukkan bahwa
pada masa sebelum penjajahan, para santri memiliki semangat dan gairah yang besar
untuk terjun dalam dunia bisnis, sebagaimana yang diajarkan para pedagang Muslim
2www.google.com. Ekonomi Islam dan Penerapannya, diakses tanggal 12 November 2011.
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penyebar agama Islam. Hal ini mudah dipahami karena Islam memiliki tradisi bisnis
yang tinggi dan menempatkan pedagang yang jujur pada posisi terhormat bersama
Nabi, syuhada dan orang-orang sholih. Islam, sebagaimana disebut di atas, sangat
mendorong entrepreurship (kewirausahaan) bagi umatnya. Karena itu, para santri
adalah pioner kewirausahaan di kalangan pribumi sehingga mereka selalu
diidentikkan dengan kelas pedagang.
Wirausaha (entrepreneur) diartikan sebagai seorang inovator dan penggerak
pembangunan. Bahkan, seorang wirausaha merupakan katalis yang agresif untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Wirausaha adalah individu yang memiliki
pengendalian tertentu terhadap alat-alat produksi dan menghasilkan lebih banyak
daripada yang dapat dikonsumsinya atau dijual atau ditukarkan agar memperoleh
pendapatan.Wirausaha adalah pencipta kekayaan melalui inovasi, pusat pertumbuhan
pekerjaan dan ekonomi, dan pembagian kekayaan yang bergantung pada kerja keras
dan pengambilan resiko.Ini berarti bahwa kewirausahaan sangat erat kaitannya
dengan pertumbuhan ekonomi.
Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, wirausaha mempengaruhi seluruh
perekonomian, khususnya pengaruhnya pada pasar tenaga kerja. Pertumbuhan
ekonomi yang meningkat sangat mungkin akan meningkatkan peluang kesempatan
berusaha, namun disisi lain akan mengarah pada tekanan inflasi yang berpengaruh
langsung pada upah tenaga kerja. Padahal kenaikan upah tenaga kerja tidak bisa
selalu diturunkan dari ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja pasar.
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Davidssondan Kirzner berpendapat bahwa wirausaha merupakan perilaku
kompetitif yang mendorong pasar, bukan hanya menciptakan pasar baru, tetapi
menciptakan inovasi baru ke dalam pasar, sekaligus sebagai kontribusi nyata dari
wirausaha sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. 3
Kesulitan yang akan dihadapi adalah mendapatkan data kewirausahaan tingkat
nasional yang diduga akan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang
umumnya diukur dari output, produktivitas atau kekayaan. Oleh karena itu, para
peneliti mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan melalui indikator mikro seperti
penciptaan lapangan kerja baru, jumlah pekerja di perusahaan, keluar-masuknya
perusahaan, jumlah pencari kerja, kepemilikan usaha, dan tingkat urbanisasi. Namun,
yang penting untuk dipahami bahwa baik model pertumbuhan ekonomi neo-klasik
dan pertumbuhan endogen  mengakui pentingnya teknologi inovasi dalam mendorong
pertumbuhan, melalui tingkat teknologi dan peningkatan produktivitas. Untuk
memberikan panduan dalam meneliti hubungan tingkat aktivitas kewirausahan
dengan pertumbuhan ekonomi pada level makro, perlu dibangun hipotesisnya. Wong
et al. membuat enam hipotesis umum, yaitu:
1. Negara dengan tingkat teknologi inovasi lebih tinggi, tingkat pertumbuhan
ekonominya lebih cepat.
2. Negara dengan total aktivitas kewirausahaan (total entrepreneurship activity)
lebih tinggi, tingkat pertumbuhan ekonominya lebih cepat.
3www.google.com. Ekonomi Islam dan Penerapannya, diakses tanggal 12 November 2011.
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3. Negara dengan kebutuhan akan total aktivitas kewirausahaan lebih tinggi,
tingkat pertumbuhan ekonominya akan lebih lambat dibandingkan dengan
negara yang kebutuhan akan total aktivitas kewirausahaannya lebih rendah.
4. Negara dengan potensi total aktivitas kewirausahaan lebih tinggi, tingkat
pertumbuhan ekonominya lebih cepat.
Dalam konteks demikian, maka perlu identifikasi yang akurat terhadap
variabel-variabel eksogen dari aktivitas kewirausahan yang pada akhirnya dapat
menduga perubahan pertumbuhan ekonomi. Nilai-nilai Islam akan masuk dalam
setiap dimensi kehidupan manusia, dan memberikan warna di dalamnya.4Oleh karena
itu, penguasaan terhadap teori-teori ekonomi makro maupun ekonomi mikro menjadi
syarat mutlak membangun model hubungan antara aktivitas kewirausahaan dan
pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena aktivitas kewirausahaan bukan variabel
independen dari pertumbuhan. Namun, sudah dipahami bahwa hubungan positif
antara variabel endogen pertumbuhan dan variabel eksogen aktivitas kewirausahaan
didasarkan pada aktivitas inovasi.
B. Revitalisasi Perdagangan Islam Dalam Pengembangan Sektor Riil
1. Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk
membelanjakan pendapatannya dalam merelisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Dan
kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrument, pertama: kebijakan pendapatan,
4Abdul Sami Al Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2006), h. 4.
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yang tercermin dalam kebijakan pajak, kedua: kebijakan belanja. Kedua instrument
tersebut akan tercermin dalam  anggaran belanja negara. Kebijakan fiskal adalah
bagian dari kebijakan ekonomi suatu negara yang tidak dapat berdiri sendiri dalam
pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, kebijakan penting lainnya adalah kebijakan
moneter.
Kebijakan fiskal akan sangat tergantung pada dua instrument tersebut, yaitu
pendapatan dan pengeluaran. Kinerja kebijakan fiskal antara satu negara dengan
negara lainnya akan sangat berbeda. Ketidaksamaan tersebut didasarkan pada
pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai dan falsafah ekonomi yang dianut. Dalam
masyarakat ekonomi tertinggi misalnya, kebijakan fiskal biasanya bertujuan
bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka investasi dan menjaga
keseimbangan harga menjadi prioritas utama. Sedangkan dalam masyarakat ekonomi
kapitalis yang maju biasanya kebijakan fiskal akan terfokus pada pencapaian dan
penstabilan ekonomi serta pemanfaatan atau kesempatan penuh tenaga kerja. Secara
teoritis, ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya
dengan sistem ekonomi neoklasik. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasikan
materi, materi bukanlah the ultimate goal bagi seorang muslim. Materi hanyalah
dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan atau menghantarkannya mencapai falah,
bahagia dunia dan akhirat.5
5AfzalurRahman, Doktrin Ekonomi Islam (Cet. I; Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995),
h. 105.
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Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk
mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan
berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat sama.6 Dalam
membuat pengeluaran dan memperoleh pemasukan pemerintah, penentuan jenis,
waktu dan prosedurlah yang harus diikuti. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat
untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui
insentif atau meniadakan insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan
pemerintah (melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran
pemerintah). Dalam teori, tentunya sistem perpajakan yang digunakan oleh negara-
negara sekuler modern mengusulkan agar berdasarkan teori sosio-politik dan
keuntungan sosial maksimum dengan tujuan kesejahteraan umum rakyat.
2. Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Islam
a. Peranan Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah komponen penting kebijakan publik. Kebijakan fiskal
meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam tiga hal berikut. Pertama kebijakan
pendapatan yang dalam ekonomi modern lebih terfokus pada kebijakan pajak.
Instrumen kedua adalah kebijakan pengeluaran pemerintah dan yang ketiga adalah
utang. Peranan kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan
pemerintah dalam hal aktivitas ekonomi, yang ditentukan oleh situasi sosio-
ekonominya, komitmen ideologi, dan hakikat sistem ekonomi. Beberapa hal penting
6Mannan, Kebijakan Fiskal (Bandung: PT. Rosdakarya,1997), h. 230.
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dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah
sebagai berikut :7
a. Mengabaikan keadaan ekonomi adalam ekonomi Islam, pemerintah Muslim
harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang Muslim yang
memiliki harta melebihi nisab dan digunakan untuk maksud yang dikhususkan
dalam Kitab Suci Al-Qur’an.
b. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. Perubahan ini
secara alamiah tidak hanya pada kebijakan moneter tetapi juga pada kebijakan
fiskal. Ketika bunga mencapai tingkat keseimbangan dalam pasar uang tidak
akan dapat dijalankan, beberapa alternatif harus ditemukan. Salah satu alat
alternatifnya adalah menetapkan pengambilan jumlah dari uang Idle.
c. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran
pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. Oleh
karena itu, ukuran public debt menjadi lebih kecil.
d. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu atau mendukung ekonomi
masyarakat Muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam.
Jadi, pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan
peningkatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan
7Muh. Hatta. Kebijakan Fiskal Suatu Pengantar(Cet.I; Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1969),
h. 95.
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masyarakat Muslim yang masih terbelakang. Pembayaran pajak dalam
ekonomi Islam jelas sebagai bagian dari upaya-upaya mengembangkan Islam.
e. Negara Islam merupakan negara yang sejahtera, dimana kesejahteraan
memiliki makna yang luas dari pada konsep Barat. Kesejahteraan meliputi
aspek material dan aspek spiritual dengan lebih besar menekankan pada isi
spiritual. Negara Islam bertanggung jawab untuk melindungi agama warga
negara, kehidupan, keturunan dan harta milik. Jadi, segala sesuatu itu secara
tidak langsung meningkatkan barang-barang itu.
f. Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya
kehidupannya, tetapi juga harta bendanya untuk menjaga agama.
g. Hak perpajakan dalam negara Islam tidak terbatas. Beberapa orang
mengatakan bahwa kebijakan perpajakan diluar apa yang disebut zakat, ini
adalah tidak mungkin kecuali berada dalam situasi tertentu.
b. KebijakanPendapatan
Sarana-sarana pemenuhan kebutuhan umum serta pendapatan Baitul Maal di
zaman Rasulullah saw. dan Sahabatnya.
a) Kebijakan Fiskal pada masa Nabi Muhammad saw.
Rasulullah saw. sangat bergantung pada pendanaan Siti Khadijah dalam
pengembangan dakwah Islam, disamping pendanaan suka rela yang dilakukan oleh
para sahabat. Rasulullah menanamkan prinsip saling membantu terhadap kebutuhan
saudaranya selama memimpin umat di Mekkah.
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Setelah Rasulullah di Madinah, maka dalam waktu singkat Madinah
mengalami kemajuan yang cepat. Rasulullah telah memimpin seluruh pusat
pemerintahan di Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan
organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri,
membimbing para sahabatnya dalam memimpin dan pada akhirnya melepaskan
jabatannya secara penuh.
Pada masa awal-awal kehidupan Rasulullah saw. di Madinah, beliau masih
berpedoman pada prinsip awal yaitu saling bantu secara sukarela antar sesama
muslim, maka program utama setelah Hijrah diantaranya mempersaudarakan
Muhajirin dan Anshar. Bukti lain menunjukkan bahwa dalam deklarasi Madinah
disebutkan pentingnya saling membantu dalam membayar diyat, membebaskan
tawanan dan membantu melunasi hutang. Akan tetapi tidak ada data kongkret yang
sampai kepada kita tentang berapa nilai yang pernah dihimpun oleh Baitul Maal pada
masa Rasulullah, walupun sahabat, tabiin, dan ulama hadits begitu jeli dalam hal
penulisan dan pembukaan hadits.
Meskipun tidak ada bukti kongkrit mengenai hal tersebut, tapi data-data lain
dapat kita jadikan bukti mengenai hasil pendapatan Baitul Maal di masa Rasulullah
saw. Adalah kehidupan di Madinah di masa awalnya tergambarkan sangat sulit,
sehingga tidak jarang Rasulullah saw. dan para sahabatnya menahan rasa laparnya.
Bersamaan dengan persyariatan zakat, pemasukan lainpun mulai
terlembagakan, mulai dari ghanimah perang Badar, kemudian perang-perang
berikutnya, juga Fai seperti Fai bani Nadhir Khaibar, dan lain-lain. Pemasukan
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lainnya yang dilembagakan adalah Jizyah, dalam satu riwayat disebutkan terkumpul
sebanyak dua ribu Hullah. Rasulullah pun memberikan suatu contoh yang dapat
dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan negara bahwa Beliau pernah meminjam
peralatan perang kepada orang musyrik, dimana peralatan tersebut adalah
kepentingan umum, padahal kekuatan kaum muslimin pada saat itu cukup kuat.8
b) Kebijakan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin
Seiring dengan perluasan kekuasaan pemerintahan Islam maka pemasukan
ghanimah, fai, dan pemasukan lainnya semakin meningkat. Kemudian penetapan pos
pemasukan “kharaj” terhadap tanah Irak dengan bersandar pada apa yang dilakukan
oleh Rasulullah saw. terhadap Khaibar, dan atas keputusan Ijma sahabat. Hal tersebut
terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.9 Untuk pertama kalinya
pemasukan zakat ditransfer ke pemerintahan  pusat, hal tersebut terjadi ketika Muadz
bin Jabal mengirim 1/3 hasil zakat daerah Yaman ke Madinah dan Umar menolaknya.
Di tahun berikutnya, Muadz mengirim ½ hasil zakat Yaman dan kembali Umar
menolaknya sehingga pada tahun berikutnya Muadz mengirim seluruh hasil zakat dan
berkata kepada Umar bahwa di Yaman sudah tidak ada lagi mustahik zakat,
kemudian Umar pun menerima hal tersebut dan selanjutnya mensuplai hasil surplus
zakat suatu daerah ke daerah yang mengalami defisit. Sumber lainnya yang
ditetapkan pada zaman Umar adalah “Al Usyur” dari perdagangan import yang
8Abd. Mawadri dkk. Sejarah Perdaban Islam (Cet.II ; Yogyakarta: PT Dana Bhakti, 1989), h.
76.
9Ibid. h.87
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dikelola oleh kaum kafir harbi (orang non muslim yang tinggal di negara yang
memerangi Islam).10 Asas yang melandasinya adalah perlakuan timbal balik atas para
pedagang muslim yang mengekspor barang-barang mereka ke negara harbi tersebut.
c) Kebijakan Belanja Pemerintah
Efesiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan
pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran Islam hal tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah
Syari’iyyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan
kaidah-kaidah umum yang disarikan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam memandu
kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut, antara lain sebagai berikut:11
1. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus
senantiasa mengikuti kaidah maslahah
2. Menghindari “Masyaqqoh” kesulitan dan mudharat harus didahulukan
ketimbang melakukan pembenahan
3. Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat dalam
skala umum
4. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi
menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum
10Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Ed. I. Jakarta:PTRajaGrapindo Persada, 2007), h.
27.
11www.google.com. Ekonomi Islam dan Penerapannya, diakses tanggal 15Februari 2012.
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5. Kaidah “Al-Giurmu bil gunmi” yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang
mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung
harus siap menanggung kerugian)
6. Kaidah “Ma la yatimmu Al waajibu illa bihi fahua wajib” yaitu kaidah yang
menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang
oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan
faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.
Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam merealisasikan efektivitas dan
efisiensi dalam pola pembelanjaan pemerintah dalam Islam sehingga tujuan-tujuan
dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembelanjaan pemerintah
dalam Islam adalah sebagai berikut:12
1. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat
2. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan
3. Pengeluaran yang mengarah  pada semakin bertambahnya permintaan efektif
4. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi
5. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan
intervensi pasar.
Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat
dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.13
12www.google.com. Ekonomi Islam dan Penerapannya, diakses tanggal 12 November 2011.
13www.google.com. Ekonomi Islam dan Penerapannya.
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1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya
tesedia
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat
berikut sistem pendanaannya.
Adapun kaidah Syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional
pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas.
Secara lebih rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini.
1. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan azas maslahat umum,
tidak boleh dikaitkan denga kemaslahatan seseorang atau kelompok
masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.
2. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan
sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan
sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir disamping alokasinya pada
sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam
pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah
tersebut cukup berlandaskan pada nash-nash yang shahih seperti pada kasus
“Al Hima”, yaitu tanah yang di blokir oleh pemerintah yang khusus
diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ketika Rasulullah mengkhususkan
tanah untuk penggembalaan ternak kaum dhuafa, Rasulullah melarang ternak-
ternak milik para Ahgniya atau orang kaya untuk menggembala disana.
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Bahakan Umar berkata hati-hati jangan sampai ternak Abdurrahman Bin Auf
mendekati lahan penggembalaan kaum dhuafa.
4. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja
negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
5. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, di mulai dari
yang wajib, sunnah dan mubah atau dhoruroh, hajiyyat, dan kamaliyyah.
Sedangkan belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber
dananya tersedia, mencakup pengadaan infrastruktur, air, listrik, kesehatan,
pendidikan, dan sejenisnya. Sedangkan kaidahnya adalah adanya pemasukan yang
sesuai dengan syariah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, seperti dari sektor
investasi pemerintah atau jizyah atau washiat atau harta warisan yang tidak ada
pemiliknya.14
Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat
berikut sistem pendanaannya. Bentuk pembelanjaan seperti ini biasanya melalui
mekanisme subsidi, baik subsidi langsung seperti pemberian bantuan secara cuma-
cuma atau subsidi tidak langsung melalui mekanisme produksi barang-barang yang
disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syariah yang memihak kepada kaum
fuqoro dalam hal kebijakan keuangan yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup
mereka. Tapi, konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut mencapai
tujuannya. Konsep tersebut diantaranya adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri,
yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh orang kaya, atau subsidi dalam
14www.google.com. Ekonomi Islam dan Penerapannya.
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bentuk bantuan langsung. Sebagian ulama membolehkan pembiayaan subsidi dari
sumber zakat.
c. Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan berbeda dari penafsiran
sistem ekonomi non-Islam. Namun hanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama
menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi
bagi semua manusia adalah untuk memaksimumkan kesejahteraan hidup manusia.
Kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.
Pada sistem ekonomi sekuler non-Islam, konsep kesejahteraan hidup adalah
mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Tidak ada sesuatu
yang diberikan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Di
dalam Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di
akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material.
Sementara itu, ekonomi sekuler adalah bebas nilai. Dalam sistem ekonomi Islam nilai
oral adalah pusatnya. Perbedaan ini harus selalu dijaga dalam jiwa kita, sebab mereka
memberikan penafsiran yang tepat mengenai berbagai tujuan dan petunjuk prioritas.
Kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis bertujuan untuk pengalokasian
sumber daya secara efisien, pencapaian stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan
ekonomi dan yang terakhir pencapaian distribusi pendapatan yang sesuai15.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Faridi dan Slama (dua ekonom muslim) bahwa tujuan
15F.R. Faridi. A Theory of Fiskal Policy in an Islami State (Jakarta: Rineka Cipta,1981), h. 52.
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ini tetap sah diterapkan dalam sistem ekonomi Islam walaupun penafsiran mereka
akan menjadi berbeda.
Selanjutnya, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga bertujuan “at safe-
guarding and spreading the religion within the country as well as in the world at
large.” Bahkan, meskipun tujuan pertumbuhan, stabilitas dan sebagainya tetap sah
dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan tersebut akan menjadi subservient untuk tujuan
menanggulangi kaum Muslim dan Islam sebagai suatu entitas politis dan agama serta
dakwah menyebarluaskan ke seluruh penjuru dunia.16
C. Revitalisasi Entrepreneurship Umat Islam Indonesia
1. Politik Ekonomi Belanda
Etos entrepreneurship dan naluri bisnis kaum santri itu dihancurkan secara
terencana dan sistematis oleh Kolonial Belanda. Untuk mewujudkan tujuan itu,
pemerintah kolonial mengundang lebih satu juta orang-orang Tionghoa dari Cina ke
Indonesia, untuk dijadikan sebagai buffer atau mengambil peluang-peluang ekonomi
(perdagangan) di Indonesia. Dengan cara ini, umat Islam (santri) menjadi tersingkir,
Belanda jelas, tidak menginginkan kelompok pribumi muslim mengalami kemajuan
ekonomi. Lagi pula, dengan menyerahkan peluang bisnis kepada Cina, kolonial
mudah bekerjasama dan berkolusi dengan mereka. Sementara dengan umat Islam,
kolonial selalu menghadapi perlawanan fisik dan ideologis dan sulit diajak
kompromi.
16Ibid.,h. 55.
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Belanda tidak mau memberikan peluang itu kepada umat Islam, kalau peluang
ini diberikan, maka umat Islam menjadi kuat dan maju, hal ini tentu mengancam
kedudukan Belanda di negeri jajahan. Jadi, tujuan lain adalah agar kelompok pribumi
yang note bene umat Islam terpuruk dan tidak mengalami kemajuan dan kebangkitan.
Penciptaan dan rekayasa struktur itu juga bertujuan untuk mengamankan
monopoli perdagangan tingkat atas yang dikuasai Belanda dan kelompok Eropa
lainnya. Makin kuat lapisan perdagangan menengah yang didominasi kelompok Cina
itu, maka makin aman pula lapisan elite Eropa dan kekuasaan pemerintah Kolonial.
Untuk mengamankan struktur itu pula, banyak proyek vital di bidang ekonomi
dan perdagangan yang tidak boleh dimasuki pribumi.Di Sumatera Timur misalnya
kontraktor dan leveransir yang boleh masuk ke kebun hanyalah orang Cina.Tuan
kebon (administratur Belanda) yang paling sukses ketika itu adalah mereka yang
paling banyak memelihara kontraktor dan leveransir Cina.
Uraian di atas sesuai dengan tulisan Dr. Maskie, sosiolog dari Australia.
Menurutnya, pemerintah Kolonial Belanda dalam membangun struktur masyarakat
ekonomi di Indonesia, telah menempatkan orang keturunan Cina pada lapisan
menengah sebagai penyangga (buffer) antara lapisan atas yang diduduki Belanda dan
lapisan bawah yang terdiri dari pribumi. Struktur ini secara sengaja dipaksakan agar
kelompok pribumi lemah secara ekonomi dan kolonial mudah berkolusi dengan
pengusaha Cina. Jadi, etnis Tionghoa menduduki kelas menengah dan menggeluti
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dunia perdagangan, sementara pengusaha pribumi sengaja disingkirkan dan tak diberi
peluang sedikitpun malah dihancurkan secara perlahan.17
2. Politik Ekonomi Pasca Kemerdekaan
Setelah kemerdekaan, struktur masyarakat ekonomi dan perdagangan zaman
kolonial itu tidak mengalami perubahan. Hal ini setidaknya disebabkan karena WNI
keturunan Cina yang mempunyai pengalaman, modal dan jaringan ekonomi di masa
kolonial dengan cepat dapat menguasai lapisan perdagangan tingkat atas yang
ditinggalkan Eropa (Belanda). Maka, pada masa rezim Seokarno, keberadaan bisnis
Cina masih signifikan, meskipun tidak begitu meraksasa seperti zaman orde baru.
Setelah zaman orde lama tumbang, struktur masyarakat ekonomi zaman Belanda itu
diperkuat pemerintah orde baru, dengan alasan mempercepat pertumbuhan ekonomi
nasional. Kelompok Cina mendapat angin segar dan peluang besar untuk menguasai
ekonomi Indonesia karena politik ekonomi yang tidak adil saat itu. Kebijakan
pemerintah orde baru yang memberikan peluang luas kepada pengusaha non-pri
selanjutnya menghasilkan konglomerat-konglomerat raksasa di Indonesia. Alasan
pemerintah membuat kebijakan itu, karena berkepentingan dengan pertumbuhan
ekonomi nasional.18
Sebaliknya, dari kalangan pribumi, sangat terbatas peluang ekonomi itu,
karena tidak memiliki jaringan network seperti non pribumi. Itulah yang
17RidwanAyyub, Sejarah  Politik Ekonomi (Bandung: PT. Rosdakarya, 2009), h. 25.
18Ibid, h.,h. 37.
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menghasilkan kesenjangan ekonomi yang tajam dewasa ini antara konglomerat dan
rakyat banyak. Kesenjangan itu akhirnya berdampak buruk bagi orde baru sendiri
yang berakhir dengan jatuhnya Soeharto.
Dari uraian di atas dapat dicatat, bahwa secara politis, baik kolonial Belanda,
orde lama maupun orde baru, memiliki tujuan yang hampir bersamaan dalam politik
ekonomi. Kesamaan itu terutama terlihat pada rezim kolonial dan orde baru.
Pemerintah kolonial Belanda menempatkan keturunan orang Cina pada lapisan kelas
menengah untuk menguasai perdagangan, selain bertujuan untuk menahan dan
menghancurkan orang-orang pribumi (Muslim) secara ekonomis. Sedangkan rezim
orde baru memperkuat WNI keturunan pada penguasaan ekonomi (perdagangan),
agar pribumi tidak muncul sebagai kekuatan ekonomi yang dapat mengancam
kemapanan orde baru.
Berdasarkan realitas di atas, maka kita tak merasa heran bila sekarang ini
kelompok Tionghoa menguasai ekonomi Indonesia. Realitas ini merupakan buah dari
politik ekonomi Belanda. Kalaupun pada perkembangan selanjutnya, ada pribumi
yang menjadi pengusaha besar, kebanyakan di antara mereka terdiri dari keluarga
Istana (Cendana).
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BAB IV
PERAN EKONOMI SYARIAH DAN REVITALISASI
ENTREPRENEURSHIP UMAT ISLAM
A. Peranan Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Keuangan
Gelombang Reformasi memang telah mengubah wajah politik dan
demokratisasi yang selama 32 tahun telah disumbat rezim Orde Baru (Orba). Muncul
berbagai isu dan wacana yang menjadi lahan kondusif untuk menguatnya
perkembangan gerakan sosial. Isu-isu yang sebelumnya dianggap tabu untuk
dibicarakan mulai mencuat ke permukaan, mulai dari isu kesejahteraan, kebebasan,
kesetaraan hingga isu keberlangsungan layanan alam. Namun kini, setelah lebih dari
satu dekade Gerakan Reformasi, kekalahan-kekalahan dan kemunduran kemunduran
gerakan sosial mulai tampak. Berbagai struktur kesempatan politik yang tampak
terbuka di awal Reformasi dibajak kembali oleh elit-elit yang kemudian dengan
sengaja melumpuhkan dan membajak agenda-agenda gerakan sosial dan membuat
berbagai pencapaian gerakan sosial tampak surut.
Akumulasi kapitalis ini terus memproduksi pemiskinan, ketidaksetaraan,
kehancuran ekologis dan pemerosotan sumberdaya bersama (the commons).1Daya
dorong ekspansi ekonomi itu diperkuat oleh kekuatan ekstra-ekonomi lainnya, yang
terus menjadi bagian yang mengukuhkan dan memapankan dominasi dan eksploitasi
itu. Ini diperparah oleh absennya sebuah politik radikal sebuah kerangka politik yang
mampu melumpuhkan ekspansi corak produksi yang akumulatif; sebuah kerangka
1Resist Books. Pengantar Ekonomi Politik. (Cet. I; Jogyakarta: Resist Books, 2011), h. 3.
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politik yang dapat menghentikan berbagai katastrofi dan kerusakan sosial-ekologis;
sebuah kerangka pengurusan politik yang mampu menghadirkan kesejahteraan,
keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. Lalu, kini peluang apa yang tersisa bagi
gerakan sosial dan gerakan keagamaan khususnya Ekonomi Islam ? Salah satu rantai
terapuh dari perjalanan kegiatan sosial selama hampir lebih dari satu dekade ini
adalah melemahnya pembangunan dan produksi pengetahuan. Tanpa diiringi oleh
suatu fondasi pengetahuan yang kukuh, sebuah, kegiatan sosial atau konsep ekonomi
Islam  pada dasarnya hanya meraba-raba jalan perubahan. Crossing the rivers by
felling for the stones!!.
Disinilah letak penting pembangunan pengetahuan dan moral di dalam Islam,
yaitu agar konsep ekonomi Islam mampu untuk terus memperbaharui analisa teori
dan prinsipnya. Indikator-Indikator Kunci Dasar Ekonomi: 2
Statistik No.1 : kekayaan 359 orang terkaya di dunia setara dengan kekayaan 2,9
milyar orang-orang termiskin di dunia. Terdapat 5 milyar penduduk bumi dan kita
hanya dapat mengambil sebanyak 359 orang yang terbilang kaya, di mana perkiraan
kekayaan mereka setara dengan jumlah kekayaan separuh lebih jumlah penduduk
bumi.
Statistik No 2 : total kekayaan 3 orang terkaya di dunia bila digabungkan sama
dengan GDP 48 negara termiskin.
2Ibid, h. 8.
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Statistik No 3 : untuk mengatasi permasalahan penduduk dunia dalam ketersediaan
kebutuhan dasarnya (makanan, air, pendidikan, kesehatan) dan untuk mengatasi
kelaparan, kekurangan gizi, dan wabah-wabah penyakit, yang dibutuhkan adalah 4%
dari akumulasi kekayaan dari 255 orang terkaya dunia.
Statistik No 4 : untuk memenuhi kebutuhan dunia, kesehatan dan makanan,
keseluruhan dibutuhkan $ 13 milyar. Jumlah ini setara dengan total pengeluaran
pembelian parfum di Eropa.
Fakta-fakta diatas menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya terdapat
sebuah kontradiksi yang sangat mendasar dalam masyarakat kita saat ini. Sangat
mencengangkan, dimana ditengah-tengah kesejahteraan, kemakmuran, dan kekayaan,
terdapat reproduksi kemiskinan, kesengsaraan yang terus menerus terjadi. Namun
dalam beberapa kasus kita melihat orang atau kelompok yang mampu keluar
melepaskan diri dari himpitan kemiskinan, mampu beranjak dari kondisi yang serba
kekurangan menuju kondisi yang serba berlimpah.
Satu hal yang pasti bahwa kemiskinan bukanlah barang baru dalam
masyarakat, sebelumnya juga terjadi kemiskinan, kesengsaraan, dan terjadi
penindasan seperti pada saat ini, hanya saja sifat dan kondisinya yang berbeda. Hari
ini di berbagai belahan dunia terdapat orang mati kelaparan berada disamping gudang
yang penuh hasil panen, penuh oleh bahan bahan makanan yang  sayangnya disiapkan
untuk diekspor. Inilah perbedaan yang sangat pokok. Sebenarnya terdapat potensi
yang sangat besar untuk mengatasinya, pertanyaan besarnya lalu apa yang
menghambatnya?
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Perbedaan utama antara periode-periode sejarah sebelumnya dengan hari ini
adalah secara teknis kita mampu mengatasinya. Sebenarnya kita tahu bagaimana
caranya, terdapat cukup sumberdaya material untuk memperbaiki taraf  hidup
milyaran orang. Tetapi ada satu hal yang menghambat kita untuk bekerja dalam solusi
yang nyata itu, yaitu keberadaan struktur hak kepemilikan dunia. Siapa yang
mengatur sumberdaya dan siapa yang tidak ? Berada pada dasar hak kepemilikan
tersebut adalah relasi kuasa (power relations).3Oleh karena bagaimana dengan
ekonomi Islam? Apakah kemudian mampu memberikan alternatif yang baik yang
dapat diterima semua orang sejagad raya ini.
B. Peran Enterpreneur Dalam Perekonomian Negara
Untuk dapat menjamin baiknya perekonomian Negara diperlukan banyak hal
yang saling bekerjasama dan mendukung dalam pengembangannya, salah satunya
melalui entrepreneur. Dalam konsep Islam saat ini yang dominan dalam memberikan
kemajuan yang spesifik dalam perekonomian Negara adalah lembaga keuangan
syariah dan beberapa pemberdayaannya.
1. Peran Strategis Kelembagaan Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UKM
Mengenai peran penting UKM dalam menyangga kehidupan ekonomi kita
sudah tidak ada keraguan lagi, baik dilihat dari dukungan politik maupun realita
kehidupan perekonomian kita karena unit-unit UKM lah tempat mereka bekerja dan
meningkatkan taraf kehidupan mereka. Namun patut disadari bahwa lebih dari 97%
usaha kecil kita adalah usaha mikro yang omsetnya berada dibawah Rp. 50 juta
3Ibid, h. 17.
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pertahun dan sering terabaikan oleh pelayanan perbankan komersial biasa. UKM
dalam dirinya adalah produsen bagi barang dan jasa tetapi juga pasar bagi produk-
produk jasa untuk mendukung kegiatan usahanya. Oleh karena itu tema
pengembangan lembaga keuangan syariah ini menjadi penting ketika kita menyadari
keterkaitan pembiayaan dan pembangunan UKM.4
Di sisi lain dalam perspektif pengertian UKM yang dianut oleh UU 9/1995
juga termasuk sektor jasa keuangan yang dilaksanakan dengan mengambil kegiatan di
sektor perbankan, perkreditan dan jasa keuangan lainnya. Dalam kaitan ini maka
bertambah lagi dimensi yang harus kita lihat. Dalam perspektif hubungan ini,
Perbankan dengan pengembangan usaha berskala kecil dan menengah. Demikian pula
dalam konteks Badan Hukum Koperasi juga dapat menjalankan usaha pembiayaan
dalam sistem syariah.
Dalam konteks institusi, posisi perbankan dan LKM syariah sangat penting
dalam pengembangan UKM di Indonesia. Sebagaimana dimaklumi sektor usaha
UKM pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yag tidak
lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional. Sementara sistem bagi hasil
justru menghindari prinsip mendapatkan untung atas kerjasama orang lain. Maka
amatlah tepat jika format pengembangan lembaga keuangan dan Perbankan Syariah
dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan UKM. Dilihat dari pelakunya
4Muhammad. Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press,
2000), h. 32.
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sistem perbankan syariah memberikan keyakinan lain akan terjaminnya keamanan
batin mereka. Hal yang terakhir ini sudah barang tentu memperkuat tingkat
pengharapan dan keyakinan mereka akan keberhasilan usahanya.
Ekonomi syariah sangat pas untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian
tinggi dan keterbatasan informasi pasar, apabila berhasil dibangun keterpaduan antara
fungsi jaminan dan usaha yang memiliki resiko. Oleh karena itu berbagai dukungan
untuk mendekatkan UKM dengan perbankan syariah adalah sangat penting dan salah
satu strateginya adalah bagaimana kita mampu menjalin keterpaduan sistem keuangan
syariah.Hal inilah yang harus kita cari jawabnya.
Keterpaduan sistem keuangan syariah menjadi unsur penting dalam
menjadikan LK syariah menjadi efektif, memiliki kemasalahatan tinggi terutama
dalam konteks globalisasi dan otonomi daerah.
Sebagaimana sistem konvensional dalam sistem keuangan syariah juga
terdapat pelaku kecil dan menengah, termasuk perbankan.Dengan demikian
kerjasama dan keterkaitan antara perbankan syariah skala besar dan bank syariah
skala kecil dan menengah harus mendapatkan perhatian. Lebih jauh akan menjadi
semakin produktif apabila peran lembaga keuangan Syariah Non-Bank juga mendapat
perhatian yang sama. Dari berbagai data yang disajikan oleh BPS, sektor jasa
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, adalah sektor yang paling produktif
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disbanding sektor lainnya, bahkan tidak ada perbedaan nilai tambah/tenaga kerja
antara LK kecil dan besar.5
2. Format Pengembangan LKM Syariah
Dalam sejarah perkembangannya di Indonesia sudah dapat mengembangkan
berbagai macam LK-syariah yaitu bank syariah; “LKM”-syariah, Gadai syariah,
Asuransi syariah, dan Koperasi syariah. Dalam rumpun LKM-syariah yang non bank
telah berkembang tiga model : BMT (BaitulmalWaTamwil) yang menyatukan Baitul
Mal dan Baitul Tamwil; BTM (Baitul Tamwil) yang menyempurnakan “Sponsored
Financial Institution” dan “sirhkah”. Ketiga model ini ada telah berkembang dan
kebanyakan sudah mengambil bentuk “Badan Hukum” koperasi dan hanya sebagai
kecil yang tidak terdaftar dalam format perijinan dan pendaftaran institusi keuangan
di Indonesia.
LK-syariah sekarang sudah menjadi nama dari institusi keuangan, sehingga
secara legal sudah terbuka untuk dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia,
bahkan perusahaan asing. Jika syariah menjadi “Brand” dan orang yang percaya
kepada Brand menjadikan konsumen fanatik, maka LK-syariah adalah leading
investasi sektor keuangan yang menjanjikan. Maka sebentar lagi perdebatan format
LKS berubah menjadi kancah perdebatan pasar biasa. Sangat boleh jadi akan muncul
pertanyaan mengapa lembaga yang bukan berbasis Islam juga menjual produk
syariah? Sehingga sebenarnya LK-syariah saja belum menyelesaikan persoalan
membangun sistem ekonomi yang Islami.
5Ibid, h. 42.
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Meskipun Fatwa MUI sudah dikeluarkan tugas pencerahan tentang kedudukan
moral Islam dalam berekonomi masih akan semakin diperlukan. Pertanyaan dasar
apakah konsep bunga sebagai harga uang juga berlaku bagi “nisbah bagi hasil” dalam
sistem syariah. Bagaimana jika nisbah bagi hasil secara mengejutkan berlipat
dibandingkan dengan bunga konvensional? Apa masih memenuhi kaidah “Baia” yang
dapat dicerna oleh akal sehat (tiada agama tanpa akal). Harus dipikirkan pula jika
dalam perebutan pasar LK-konvensional dapat merubah persyaratan akad semakin
dekat dengan moral Islam. Sehingga unsur “ridho” menonjol dan prinsip tidak boleh
mengambil keuntungan atas kerugian orang lain dikembangkan. Apakah dalam
kedudukan seperti itu fatwa masih mempunyai kedudukan yang sama? Inilah
pekerjaan berat para ekonom untuk ikut menyumbangkan pikirannya agar tidak
terjadi jalan buntu. Pada dasarnya ilmu ekonomi juga berkembang diluar batas neo
classic yang relevan dengan prinsip-prinsip berekonomi secara Islami. Mengenai
kritik terhadap ekonomi neo classic di Indonesia sudah sering kita dengar, namun
penjelasan cara pandang dan pengembangan kerangka analisa baru yang dianggap
sesuai juga masih terbatas.
Format pengembangan LKM syariah ke depan harus bertumpu pada basis
kewilayahan atau daerah otonom, karena tanpa itu tidak akan ada sumbangan yang
besar dalam membangun keadilan melalui pencegahan pengurasan sumberdaya dari
suatu tempat secara terpusat pada “the capitalist sector”. Bentuk LKM menurut hemat
penulis harus berjenjang, pada basis paling bawah kita butuh LKM-informal yang hak
hidupnya dapat diatur oleh PERDA. Pada skala ekonomi kaum yang layak berusaha,
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baru membangun format koperasi dan pemusatan pada tingkat daerah otonom dalam
bentuk bank khusus, sehingga secara hirarki dapat dilihat seperti bangunan
pyramid.Pada skala yang lebih tinggi BPRS dan kaum pemilik modal dapat bersatu
dalam bank umum syariah yang berfungsi sebagai APPEX Bank.
Dukungan pengaturan kearah itu sudah sangat terbuka dan sebagian sedang
dipersiapkan.Secara umum pada saat ini tidak ada halangan untuk mengembangkan
LKM-syariah. Dan pilihan kelembagaan yang sesuai tergantung pada keputusan para
pemodal dan prinsip akan pengembangannya.
3. Kebijakan dan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM
Visi kita ke depan dalam pemberdayaan UKM adalah terwujudnya UKM yang
menjadi pemain utama arus perekonomian nasional yang mandiri dan berdaya saing
dalam menghadapi persaingan global.6
Secara khusus peran pemerintah untuk mendorong tumbuh dan
berkembangnya UKM yang paling mendasar adalah menyediakan kerangka regulasi
yang menjamin lapangan permainan yang sama atau level playing field. Sehingga
pengaturan harus menjamin persaingan yang sehat dan apa yang dapat dilakukan
usaha lain juga terbuka bagi UKM. Dan dalam perspektif otonomi daerah terdapat
masalah keterpaduan yang harus terus menerus dikembangkan. Pada akhirnya UKM
sebagai pelaku bisnis akan berada dalam lingkup pembinaan di daerah, kecuali
6A.Jazuli & Yadi Yanwari. Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Jakarta: Rajawali Press,
2002). h. 54.
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pengaturan di enam bidang. Koordinasi lintas sektor dan dengan daerah akan menjadi
agenda penting untuk mewujudkan harmonisasi pengaturan dan prosedur perijinan
pada berbagai tingkatan agar mampu mendorong pertumbuhan UKM. Bagaimana
program pemberdayaan UKM dan koperasi dijabarkan dapat digambarkan dalam 7
butir berikut ini.
4. Pengembangan Kebijakan Pemberdayaan KUKM
Program ini dimaksudkan sebagai upaya untuk penciptaan iklim usaha yang
kondusif bagi KUKM. Dalam kenyataannya persoalan iklim bagi KUKM seringkali
sangat terkait atau tergantung dengan sektor lainnya. Oleh sebab itu perlu dukungan
penciptaan iklim yang kondusif melalui dukungan kebijakan-kebijakan yang
responsive terhadap persoalan dan kepentingan KUKM, sehingga KUKM dapat
tumbuh dan berkembang baik dari sisi lembaga maupun usahanya.
Sedangkan koordinasi diperlukan untuk mensinergikan dan memadukan
berbagai kebijakan dan program agar berjalan padu dan berkelanjutan, bersama-sama
dengan stake holders, dalam upaya untuk lebih memantapkan pencapaian hasil yang
optimal dalam pemberdayaan KUKM.7
5. Revitalisasi Kelembagaan Koperasi
Program ini dimaksudkan untuk menumbuhkan koperasi yang sesuai dengan
jatidiri koperasi, dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip perkoperasian. Di dalam
pengembangan koperasi juga didorong berkembangnya koperasi yang dijalankan
7Ibid, h. 57.
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dengan sistem bagi hasil akan pola pembagian sistem syariah. Penyempurnaan UU
yang ada dalam perkiraannya juga sudah menampung hal itu.
6. Peningkatan Produktivitas KUKM
Program ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan produktif KUKM
sehingga tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang berkeunggulan
kompetitif dan memiliki produk yang berdaya saing melalui pemanfaatan teknologi
tepat guna, peningkatan mutu, dan lain-lain.
7. Pengembangan Sentra/Klaster UKM dan Lembaga Keuangan Non Bank Bagi
KUKM
Program ini dimaksudkan untuk menjaga dinamika perkembangan sentral
menjadi klaster bisnis UKM melalui perkuatan dukungan finansial dan non finansial.
Diharapkan sentra-sentra yang ada selanjutnya dapat berkembang menjadi
pusat-pusat pertumbuhan, dan menjadi penggerak atau lokomotif dalam
pengembangan ekonomi lokal.Keberadaan BDS diharapkan dapat memberikan
layanan kepada UKM secara lebih fokus, kolektif dan efisien, karena dengan
sumberdaya yang terbatas mampu menjangkau kelompok UKM yang lebih luas.
Pelayanan jasa BDS sesuai bidang yang dikuasai dengan pendekatan best practises,
dan berorientasi pada pasar, cekatan (responsiveness) dan inovatif. Disamping
dukungan BDS, maka penumbuhan sentra juga didukung dengan perkuatan finansial
melalui penyediaan modal awal dan padanan bagi KSP/USP-Koperasi di sentra.8
8Ibid, h. 59
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8. Pemberdayaan dan Penataan Usaha Mikro/Sektor Informal
Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memperkuat keberadaan
serta peran usaha mikro dan sektor informal terutama pedagang kaki lima (PKL) di
perkotaan, perkuatan usaha mikro pada daerah pasca kerusuhan, bencana alam, dan
kantong-kantong kemiskinan.
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini, antara lain
dukungan iklim kepastian usaha dan perlindungan melalui penerbitan Perda,
dukungan perkuatan permodalan melalui dana bergulir, sarana usaha, pelatihan,
bimbingan manajemen, sosialisasi, dan monitoring dan evaluasi.
9. Pengembangan Lembaga Diklat SDM KUKM
Program ini bertujuan untuk mengintensifkan peranan lembaga-lembaga
diklat bagi peningkatan kualitas SDM KUKM yang berada di masyarakat, di bidang
peningkatan keterampilan, manajerial, perkoperasian dan kewirausahaan yang
responsif terhadap tuntutan dunia usaha dan perubahan lingkungan strategis.9
10. Penguatan Jaringan Pasar Produk KUKM
Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi KUKM dalam memperluas
akses dan pangsa pasar melalui pengembangan dan penguatan lembaga pemasaran
KUKM, serta pengembangan jaringan usaha termasuk kemitraan, dengan
memanfaatkan teknologi (teknologi informasi).Bagian dari kemitraan adalah bentuk-
bentuk kerjasama yang inovatif, dengan prinsip yang saling menguntungkan antara
KUKM dengan usaha besar.Termasuk dalam kegiatan ini adalah memperkuat
9Ibid, h. 62
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jaringan warung masyarakat kedalam pola grosir, sehingga dapat memperkuat daya
tawar dalam pengadaan produknya serta dapat diefektifkan sebagai outlet dan
sekaligus inlet dari produk-produk KUKM.
Pengembangan model ekonomi Islami harus menjadi agenda pengkajian yang
terus menerus oleh ekonom dan ulama untuk menemukan prinsip-prinsip berekonomi
yang baik demi kebaikan hidup umat manusia.Pengembangan LK-syariah penting,
tetapi belum menjadi jaminan untuk mewujudkan sistem perekonomian yang Islami.
Sistem LKM-syariah terpadu yang berbasis daerah otonom akan menjamin kinerja
yang efektif dan adil bagi pemberdayaan ekonomi rakyat.10
C. Potensi Entrepreneur Umat Islam
Kecepatan informasi membuat dunia seakan menciut.Peristiwa di salah satu
belahan bumi dapat segera diketahui oleh orang di belahan bumi lainnya dalam
hitungan detik saja. Pola-pola standar dalam lingkungan politik, ekonomi, sosial dan
budaya memerlukan modifikasi agar adaptif terhadap ekses daripada perubahan-
perubahan yang terjadi begitu cepat.Teknologi informasi dengan tingkat akselerasi
yang tinggi, memegang peran sebagai source of changes yang menimbulkan
kegairahan baru di dunia usaha.Saat ini, pasar tengah berevolusi dari bentuk
marketplace menuju bentuk marketspace.Dalam bentuk marketspace, pertemuan
antara pembeli dan penjual telah meninggalkan banyak cara-cara tradisional yang
mengharuskan kedua pihak bertemu di suatu tempat.Fenomena yang dikemukakan
ahli pemasaran HermawanKertajaya ini, timbul karena cyber technology berkembang
10Ibid, h. 64.
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dengan percepatan yang mengagumkan.Tak pelak lagi, inti daripada percepatan
dalam dunia usaha di waktu sekarang adalah akses yang cepat dan reflek yang
tanggap terhadap informasi.
Era keterbukaan informasi membuka peluang yang luas bagi para entrepreneur
atau wirausahawan untuk melakukan strategic alliance (persekutuan strategis) dan
outsourcing strategy, tanpa harus mengesampingkan kreativitas dan jati dirinya.Para
entrepreneur itupun diharapkan pula mampu melakukan benchmarking yang
synergistic.Sinergisitas ini diupayakan untuk optimal membesarkan, serta
memberikan manfaat lebih bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat.Prinsip
mutualisme selayaknya dikedepankan disini.Pola kompetisi murni yang sebelum era
globalisasi ini banyak dianut, telah melahirkan pemenang dan pecundang.Pola
tersebut berkontribusi dalam menciptakan sekat-sekat penutup bagi pertukaran
informasi di antara perusahaan-perusahaan.Cara tersebut tidak tepat lagi untuk
menggagas pertumbuhan dan kesinambungan usaha pada saat sekarang. Di era ini,
keterpurukan yang menimpa satu pihak, akan membawa dampak negatif pula
terhadap pihak lainnya. Untuk itulah diperlukan entrepreneur plus yang dapat
melakukan strategic alliance, outsourcing strategy dan benchmarking yang synergistic
tersebut, hingga tercipta dinamika usaha yang harmonis antar perusahaan-perusahaan
yang terlibat.Ahli kewirausahaan, ThobyMutis, menyebut para entrepreneur dengan
kehandalan lebih itu dengan sebutan ultrapreneur.
Tidak terdapat halangan bagi entrepreneur yang memegang prinsip ekonomi
syari’ah untuk melakukan benchmarking dengan kalangan manapun. Prof.
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ThobyMutis telah menjelaskan bahwa dasar daripada benchmarking adalah adanya
keterbukaan informasi, kesediaan saling menukar informasi, perbandingan kinerja,
dialog kerja dan saling mempelajari keunggulan. Dari penjelasan tersebut, inti dari
benchmarking sendiri adalah kepercayaan, sesuatu yang dikedepankan oleh
Rasulullah saw. dan para sahabatnya dalam bermuamalah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Apabila diperhatikan gambaran dan penjelasan skripsi ini, maka kesimpulan
yang dapat di tarik adalah :
1. Pelaksanaan ekonomi syariah dan revitalisasi enterpreneurship umat Islam di
Indonesia telah terlaksana karena masyarakat di Indonesia memiliki jiwa
entrepreurship yang tinggi. Seperti yang dimiliki oleh beberapa suku yang
kuat tradisi keagamaannya seperti suku Banjar, Minangkabau, Makassar, dan
Bugis adalah suku-suku yang kuat pemahaman dan pengamalan
keagamaannya dan juga dikenal sebagai niagawan yang piawai. Demikian
juga dengan banyaknya lembaga keuangan yang telah melakukan transaksi
ekonomi dengan sistem syariah. Sehingga ini diharapkan enterpreneurship di
Indonesia dapat bertahan dari masalah perekonomian dunia saat ini.
2. Peran ekonomi syariah dalam upaya  revitalisasi entrepreneurship memang
sangat berpengaruh agar para entrepreneur  di Indonesia dapat bersaing
dengan para entrepreneur negara lain sehingga dapat menekan jumlah
pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja yang dapat
menghasilkan pendapatan yang signifikan dan mampu membantu pemerintah
dalam memperbaiki kehidupan perekonomian bangsa.
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B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu, bahwa umat Islam dahulu,
berada pada kondisi yang pada dasarnya cukup sulit dalam sektor perekonomian,
tetapi saat ini bangunan berbagai pemikiran khususnya dalam sektor ekonomi
semakin meningkat, hal ini dapat diperhatikan dari berbagai kreatifitas yang
dilakukan oleh umat Islam untuk menunjukan bahwa Islamlah sebagai dasar dari
segala bentuk keberhasilan. Oleh karena itu, mari bersama membangun negeri dengan
fondasi Islam sebagai rahmatan lilalamin.
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